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SALINAN 

 

 

 

 

BUPATI LEBAK 

PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN BUPATI LEBAK 

NOMOR 40 TAHUN 2025 

 

TENTANG  

 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK 

    

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LEBAK, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)  

huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Lebak; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang 

Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7052); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 

tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;  

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 

tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20168), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 

Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
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Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20245); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lebak. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang 

bekerja pada instansi pemerintah. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 

seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan 

organisasi. 

7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang 

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
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hak dalam rangka memimpin suatu satuan 

organisasi negara. 

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat 

mandiri. 

9. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang 

menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas 

pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

tinggi pada instansi pemerintah. 

11. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik 

untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi 

informasi jabatan. 

12. Analisis Beban Kerja adalah teknis manajemen yang 

dilakukan secara sistematis untuk memperoleh 

informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi 

kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 

13. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai 

suatu jabatan secara sistematis dengan 

menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai 

faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan 

untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 

14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan 

pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai 

suatu jabatan. 

15. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen 

pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari 

beberapa level. 
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Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan 

kelas Jabatan terhadap Jabatan Struktural, Jabatan 

Fungsional, dan Jabatan Pelaksana.  

 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan 

dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk 

menetapkan kelas Jabatan bagi Jabatan Struktural, 

Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana. 

 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan 

kepastian hukum dalam menentukan Kelas Jabatan 

yang digunakan sebagai:  

a. dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan;  

b. pengangkatan pegawai dalam Jabatan;  

c. mutasi dan redistribusi pegawai; dan  

d. pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN. 

 

BAB II 

PENETAPAN KELAS JABATAN 

Pasal 5 

(1) Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah 

ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang 

telah divalidasi oleh Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 

(2) Proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan dengan metode sistem 

evaluasi faktor.  

(3) Faktor yang digunakan dalam sistem evaluasi faktor 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:  
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a. faktor evaluasi Jabatan Struktural; dan  

b. sistem evaluasi faktor Jabatan Fungsional dan 

Jabatan Pelaksana. 

 

Pasal 6 

(1) Faktor evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri dari 

6 (enam) faktor, meliputi:  

a. ruang lingkup dan dampak program;  

b. pengaturan organisasi;  

c. wewenang penyelia dan manajerial;  

d. hubungan personal yang dilakukan;  

e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan  

f. kondisi lain dan situasi khusus. 

(2) Sistem evaluasi faktor Jabatan Fungsional dan 

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (3) huruf b, terdiri dari 9 (sembilan) 

faktor, meliputi:  

a. pengetahuan dan keahlian;  

b. pengawasan penyelia;  

c. pedoman atau panduan kerja;  

d. kompleksitas pekerjaan;  

e. ruang lingkup dan dampak tugas;  

f. hubungan personal yang harus dilakukan;  

g. tujuan hubungan;  

h. persyaratan atau tuntutan fisik; dan  

i. lingkungan kerja. 

 

Pasal 7 

Uraian Kelas Jabatan tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini.  
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Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak 

 

 

 

 

 

Wiwin Budhyarti, S.H., M.A. 

NIP. 19810228 200604 2 009 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati 

Lebak Nomor 30 Tahun 2017 tentang Nilai dan Kelas 

Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak 

(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 30) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak. 

 

 

Ditetapkan di Rangkasbitung 

Pada tanggal 20 Oktober 2025 

BUPATI LEBAK, 

 

Cap/Ttd. 

 

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA 

 

Diundangkan di Rangkasbitung 

Pada tanggal 20 Oktober 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK, 

    

      Cap/Ttd. 

 

BUDI SANTOSO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025 NOMOR 40 
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